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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Praktik Lapangan Kerja 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, 

membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. 

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari 

sumber daya manusia merupakan model utama dalam suatu usaha, maka kualitas 

tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi perusahaan atau instansi 

diharapkan memberikan kesempatan pada mahasiswa/i untuk lebih mengenal 

dunia kerja denga cara menerima mahasiswa/i yang ingin mengadakan kegiatan 

praktek kerja lapangan. 

Praktek kerja lapangan adalah penerapan seorang mahasiswa/i pada dunia 

kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada kaitannya dengan 

kurikulum pendidikan. 

Agar dapat menjawab tantangan zaman, Universitas Negeri Jakarta yang 

merupakan lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab serta peranan yang 

penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang siap untuk bersaing 

didunia kerja nantinya, tidak hanya memiliki keahlian tinggi dalam bidangnya 

tetapi juga memiliki nilai moral dan etika yang baik. Adanya kurikulum yang 
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mengharapkan peserta didik memiliki kompetensi, keunggulan dibidang kognitif, 

afektif dan psikomotorik menuntut Universitas Negeri Jakarta terus melakukan 

penyesuaian kurikulum, agar lulusannya mampu bersaing dengan lulusan dari 

universitas lain. 

Proses pembelajaran mahasiswa di kelas dapat memperluas ilmu dan 

pengetahuan, mahasiswa menggali berbagai macam informasi dari berbagai 

sumber seperti buku-buku, internet, berdiskusi atau bertanya pada dosen. 

Seringkali  pembelajaran yang didapatkan mahasiswa di kelas bersifat teoritis, 

untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman mahasiswa maka Universitas 

Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi mewajibkan mahasiswa melakukan 

Praktik Kerja Lapangan.  

PKL ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program studi atau 

konsentrasi dari setiap masing – masing mahasiswa. Program PKL ini 

memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, 

mengatahui, dan berlatih beradaptasi serta menganalisa kondisi lingkungan dunia 

kerja dalam suatu perusahaan atau instansi yang bertujuan untuk mempersiapkan 

diri dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 

Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 

mengambil Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program Studi Pendidikan 

Ekonomi dengan Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, maka salah satu program 

yang harus dilaksanakan adalah Praktik Kerja Lapangan. Selain itu, kegiatan PKL 

juga diharapkan mampu menghasilkan kerjasama antara Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ) dengan perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan yang ada. 
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Sehingga ketika etos kerja dari para praktikan baik, maka akan menimbulkan citra 

positif terhadap universitas. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan PKL diatas, maka pelaksanaan 

PKL dimaksudkan untuk : 

1. Melakukan praktik kerja yang sesuai dengan bidang pendidikannya. 

2. Mempelajari penerapan bidang akuntansi dalam dunia kerja yang 

    sesungguhnya. 

3. Membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku 

    kuliah dengan dunia kerja yang nyata. 

Sedangkan tujuan dilaksanakannya kegiatan PKL ini adalah : 

1. Memperoleh wawasan mengenai suatu bidang pekerjaan secara langsung 

    pada kondisi nyata dalam sebuah perusahaan. 

2. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 

    berkaitan dengan teori yang telah dipelajari diperkuliahan. 

3. Meningkatkan wawasan serta memantapkan keterampilan bekerja 

      praktikan dalam bidang akuntansi. 

4. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang      

memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

5. Membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang berbeda dengan  

budaya pembelajaran dikelas, dari segi manajemen waktu, kemampuan 
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komunikasi, kerjasama tim, dan tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat waktu. 

6. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab praktikan dalam melaksanakan tugas  

sehingga diharapkan dapat menjadi lulusan yang siap terjun didunia kerja. 

C. Kegunaan Praktik Lapangan Kerja (PKL) 

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan mahasiswa diharapkan 

memberikan hasil yang positif bagi praktikan, bagi Fakultas Ekonomi, serta bagi 

instansi tempat praktik antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan BUMN. 

a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial 

   kelembagaan. 

b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 

   intansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi 

          pihak-pihak yang terlibat. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Melatih keterampilan mahasiswa program diploma dan sarjana sesuai       

dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Fakultas Ekonomi 

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit    

kerja,baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 



12 
 

c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba    

menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan 

formal.
1
 

3. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 

a. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan   

kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan 

dan tuntutan pembangunan pada umumnya, sehingga FE UNJ dapat 

mencetak lulusan yang kompeten dalam dunia kerja. 

b. Mengetahui atau menilai kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan  

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di masa kuliah. 

c. Mengetahui seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan 

materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 

terjadi di dunia kerja 

D. Tempat Praktik Lapangan Kerja (PKL) 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di salah 

satu kantor pemerintahan yaitu Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. 

Praktikan ditempatkan pada bagian waskon I (pengawasan dan konsultasi I) yang 

membawahi kelurahan Jati dan Cipinang. Berikut ini data Instansi tempat 

pelaksanaan PKL : 

Nama Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung 

Alamat  : Jl. Pramuka Kav. 31 Jakarta Timur 

No. Telp  : (021) 8580021, 8583309 

                                                           
1
Drs. Dedi Purwana, M.Bus., dkk, Pedoman Praktik Kerja Lapangan FE UNJ, Jakarta, 2012, Hal.2. 
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Faksimili  : (021) 8581881 

Website  : www.pajak.go.id 

Alasan praktikan melakasanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

waskon I adalah karena bagian ini merupakan bagian yang berkaitan dengan 

memasukkan data wajib pajak, penghitungan pajak serta konsultasi sesuai dengan 

materi pembelajaran mata kuliah perpajakan dikelas. 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 1 (satu) bulan, 

terhitung sejak 06 Januari – 06 Februari 2014. Dalam melaksanakan praktik 

tersebut, waktu kerja praktikan ditentukan dan diatur oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Jakarta Pulogadung yaitu dari pukul 08.00-16.00 WIB. Adapun perincian dalam 

tiap tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat instansi/ 

perusahaan yang sesuai dengan bidang praktikan yang menerima PKL pada 

rentang bulan Januari - Februari . Setelah menemukan instansi yang sesuai 

praktikan meminta surat pengantar dari bagian administrasi Fakultas Ekonomi 

untuk diberikan pada pihak BAAK UNJ. Setelah mendapatkan persetujuan dari 

bagian administrasi Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mendapatkan 

surat pengantar Paktik Lapangan Kerja (PKL). Kemudian praktikan memberikan 

surat pengajuan PKL pada bagian umum Kantor Pelayanan Pajak Jakarta 

Pulogadung yang bertanggung jawab menangani mahasiswa PKL.  
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Beberapa hari kemudian praktikan mendapat jawaban atas pengajuannya 

yang menyatakan bahwa instansi tersebut diatas mengizinkan praktikan untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan kegiata Praktik Kerja Lapangan selama 1 (dua) 

bulan, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2014 s.d. 06 Februari 2014. Jam kerja 

mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta 

Pulogadung yaitu pukul 08.00-16.00. 

3. Tahap Pelaporan 

Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakuakan selama bulan Maret 

2014. Penulisan dimulai dengan mencari data – data yang dibutuhkan dalam 

pelaporan PKL. Kemudian data-data tersebut diolah dan diserahkan sebagai 

laporan Praktik Kerja Lapangan.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Kantor Pajak Pratama Jakarta Pulogadung 

 Sesuai dengan keputuasan menteri keuangan, KMK 443/KMK.01/2001 

tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Dari 

KP4 kantor-kantor diwilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan berada dibawah 

supervise kanwil DJP Jakarta Raya III. Pada tahun 2003 terjadi perubahan struktur 

organisasi kanwil DJP Jakarta Raya III di pecah menjadi dua; yaitu Kanwil DJP 

Jakarta III yang membawahi kantor-kantor di wilayah Jakarta Selatan dan kanwil 

DJP Jakarta IV yang membawahi kantor-kantor di wilayah Jakarta Timur. Setelah 

diterapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM), kanwil DJP Jakarta 

IV berubah nama menjadi kanwil DJP Jakarta Timur dengan wilayah kerja 

meliputi wilayah kota madya Jakarta Timur yang di dalamnya juga termasuk 

kecamatan Pulogadun, SAPM diterapkan di kanwil DJP Jakarta Timur pada 

tanggal 26 Desember 2006 yang kemudian disusun oleh KPP Madya Jakarta 

Timur yang mulai beroprasi pada tanggal 09 April 2007. Selanjutnya pada tanggal 

26 Juni 2007 dilaksanakan pembentukan KPP Pratama yang terdiri dari: 

1. KPP Pratama Jakarta Matraman 

2. KPP Pratama Jakarta Jatinegara 

3. KPP Pratama Jakarta Cakung Satu 

15 
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4. KPP Pratama Jakarta Cakung Dua 

5. KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung 

 KPP Pratama Jakarta Pulogadung dibentuk berdasarkan peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 

dan mulai beroperasi pada tanggal 02 Juli 2007. Berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007.
2
 

B. Profil KPP Pratama Jakarta Pulogadung 

Kantor Pelayanan Pajak merupakan sebuah instansi yang bertanggung 

jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jakarta Pulogadung beralamatkan di Jl. Pramuka Kav. 31 Jakarta Timur. 

Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan 

operasional di bidang pajak Negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan 

undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Adapun pajak-pajak yang 

dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya 

(PTLL). 

Adapun beberapa fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Pulogadung yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 

penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak. 

2. Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta 

berkas Wajib Pajak. 

                                                           
2
 Http://www.pajak.go.id, diakses pada 01 Maret pukul 20.30 

http://www.pajak.go.id/
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3. Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantauan dan penyusunan 

laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL. 

4. Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi 

PPN, PPh, PPnBM,PBB & BPHTB dan PTLL. 

5. Verifikasi dan penerapan sanksi pajak 

6. Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP). 

7. Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Jakarta Pulogadung adalah sebuah 

lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat 

dalam hal perpajakan yang berada di kecamatan Pulogadung. 

C. Kejadian Penting Dalam Perkembangan KPP 

No. Waktu Kejadian Penting 

1. 2003 Perubahan struktur organisasi kanwil DJP Jakarta 

Raya III 

2.  26 Desember 2006 SAPM diterapkan di kanwil DJP Jakarta Timur 

3. 09 April 2007 KPP Madya Jakarta Timur yang mulai beroperasi 

4. 31 Mei 2007 Terbentunya Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia mengenai pembentukan KPP Pratama 

Jakarta Pulogadung 

5. 26 Juni 2007 Pembentukan KPP Pratama untuk lima kecamatan, 

salah satunya KPP Pratama Jakarta Pulogadung 
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6. 02 Juli 2007 KPP Pratama Jakarta Pulogadung mulai beroperasi 

Tabel II.1 Kejadian Penting Dalam Perkembangan KPP 

Sumber : Http://www.pajak.go.id 

D. Budaya KPP Pratama Jakarta Pulogadung 

Budaya di KPP Pratama Jakarta Pulogadung antara lain; membangun 

sinergisitas, profesional, tertib disiplin, pelayanan ramah, program bersih & rapih, 

program Jum'at sehat, program pegawai terbaik, dan pengajian Jumat siang. Salah 

satu pelaksanaan program budaya adalah menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Salam) 

dan tertib hadir di ruang kerja sesuai dengan jam waktu kerja. 

E. Visi, Misi KPP Pratama Jakarta Pulogadung 

Visi : 

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi 

perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan 

integritas, dan profesionalisme yang tinggi”. 

Misi : 

 Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang 

perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran 

pendapatan, dan belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan 

yang efektif, dan  efisien.
3
 

 

 

 

                                                           
3
 Ibid 
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F. Struktur Organisasi Waskon I 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Struktur Organisasi Waskon I 

Sumber: Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Pegawai KPP Pratama 

Jakarta Pulogadung 

Seksi pengawasan dan konsultasi atau yang dapat disingkat dengan Waskon, 

memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut : 

1. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. 

2. Membimbing/menghimbau Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan. 

3. Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak. 

4. Menganalisis kinerja Wajib Pajak. 

5. Memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak tentang ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

6. Melakukan evaluasi hasil banding. 

7. Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan 

intensifikasi. 

Kepala Seksi Waskon I 

Faozar Widyantara 

AR 

Panut 

AR 

Dahlia 

AR 

Nadhif 

AR 

Dana 

AR 

Ikhsan 

AR 

Siska 

AR 

Indah 

AR 

Anggi 
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Tugas dan tanggung jawab kepala seksi waskon I : 

1. Mengawasi kinerja AR 

2. Mengambil keputusan setiap hal yang berhubungan dengan kelangsungan 

kinerja waskon 

Tugas dan tanggung jawab AR (Account Representative): 

1. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pengawasan dan 

konsultasi 

2. Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) 

3. Menerbitkana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) 

4. Penyelesaian permohonan keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan 

nilai, dan pajak penggunaan atas barang mewah di KPP 

5. Penyelesaian pembetulan permohonan ketetapan pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai, dan pajak penggunaan atas barang mewah di KPP 

6. Penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang 

tidak benar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penggunaan 

atas barang mewah di KPP 

7. Penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh 21, PPh pasal 22, 

PPh pasal 23 dan PPn BM  

8. Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 

9. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) 

10. Menerbitkan surat himbauan pembetulan surat pemberitahuan (SPT) 

11. Memberikan bimbingan kepada wajib pajak 



21 
 

12. Pemutakhiran profil wajib pajak 

13. Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib 

pajak 

14. Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang 

seharusnya tidak terutang 

15. Penatausahaan surat keputusan pembetulan di seksi pengawasan dan konsultasi 

16.  Penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding/ pengurangan atau 

pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi dan di seksi pengawasan dan konsultasi 

17. Penyusunan estimasi penerimaan pajak per-wajib pajak 

18. Pertanggungjawaban faktur pajak 

19. Pengiriman kembali lembar konfirmasi penerimaan surat keputusan 

20. Pembuatan profil wajib pajak melalui approweb.
4
 

G. Kegiatan Umum Instansi 

 KPP Pratama mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan, 

pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung 

Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan atas Tanah dan 

Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkann peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kegiatan umum perusahaan lebih lengkapnya, dapat 

dirincikan sebagai berikut: 

                                                           
4
 Ibid 
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1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, 

serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

4. Penyuluhan perpajakan. 

5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak. 

6. Pelaksanaan ekstensifikasi 

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 

11. Pelaksanaan intensifikasi. 

12. Pembetulan ketetapan pajak. 

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan. 

14. Pelaksanaan administrasi kantor.
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BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

 

A. Bidang Kerja 

Di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, praktikan ditempatkan di bagian 

Waskon I, yang menangani wajib pajak kelurahan Jati dan Cipinang. Ketelitian 

dan kesabaran dibutuhkan saat menangani konsultasi wajib pajak. Berikut 

beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab bagian Waskon I: 

1. Menggali potensi wajib pajak melalui SPT tahunan 

2. Menghimbau wajib pajak yang belum melakukan penyetoran pajak atau belum 

melapor. 

3. Melakukan Ekualisasi (menghitung pendapatan dan pajak) 

4. Memasukkan data hasil sensus wajib pajak ke dalam FIS (Formulir Isian 

Sensus) 

5. Menangani konsultasi mengenai sistem baru yaitu E-SPT 

Sedangkan cakupan tugas yang dilakukan oleh praktikah antara lain sebagai 

berikut: 

1. Mencatat  surat masuk Waskon I ke dalam buku agenda surat masuk Waskon I 

2. Merekam data wajib pajak ke dalam FIS (Formulir Isian Sensus) baik secara 

komputerisasi atau manual 

3. Merekonsiliasi pembayaran pajak dari perusahaan dengan data yang dimiliki 

KPP 
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B. Pelaksanaan Kerja 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu) 

bulan, terhitung sejak tanggal 06 Januari sampai 06 Februari 2014. Kegiatan ini 

dilakukan setiap hari kerja yang berlaku di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 

yaitu hari Senin s.d. Jum’at pukul 08.00 s.d. 16.00. 

Pada hari pertama kerja praktikan dikenalkan terlebih dahulu kepada 

seluruh karyawan dan diberikan gambaran umum tentang struktur dan tugas kerja 

di Waskon. Selain itu praktikan diminta untuk memperhatikan penjelasan 

pembimbing dalam melakukan tugas kerjanya. Kemudian praktikan diminta untuk 

mencatat surat masuk yang diterima oleh Waskon I. Dalam mencatat surat masuk, 

ada beberapa  langkah kerja yang praktikan lakukan, antara lain: 

1. Setiap terdapat surat yang masuk ke Waskon I, praktikan mencatat data-data 

yang diperlukan dalam buku agenda surat masuk, seperti nomor surat, tanggal 

surat, asal surat, tujuan surat dan perihal surat. 

2. Setiap surat masuk diberikan lembar disposisi yang berguna untuk mengetahui 

tindak lanjut dari surat tersebut. 

3. Selanjutnya praktikan meminta kepala seksi mengakseptasi surat masuk 

tersebut dan menuliskan nama AR yang menjadi tujuan surat serta memberi 

catatan berupa tindak lanjut dari surat masuk tersebut yang perlu diketahui oleh 

AR. 
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4. Praktikan menyerahkan surat masuk kepada AR yang namanya tercantum 

dalam disposisi sebagai tujuan surat. Kemudian meminta tanda tangan AR 

penerima surat sebagai tanda bukti bahwa surat telah sampai pada tujuannya. 

 

Pada hari kedua dan ketiga praktikan diminta untuk memasukkan data 

wajib pajak kedalam FIS (Formulir Isiam Sensus) baik secara komputerisasi 

maupun secara manual. Sedangkan yang melakukan sensus itu sendiri adalah 

semua pegawai KPP, masing-masing pegawai telah dibagikan jadwal sensus. 

Sensus dilakukan dengan cara mendatangi rumah ataupun kantor wajib pajak yang 

berada di kecamatan Pulogadung. Setelah sensus wajib pajak selesai dilakukan, 

maka informasi yang didapatkan petugas sensus akan direkap oleh pegawai seksi 

Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Setelah informasi selesai direkap, maka 

selanjutnya data direkam oleh seksi Waskon. Pengisian FIS secara komputerisasi 

dilakukan melaui portal DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Formulir Isian Sensus 

wajib pajak terdiri dari formulir sensus pajak nasional dan formulir pengamatan 

yang selanjutnya akan direkam kembali secara manual. Formulir sensus pajak 

nasional berwarna hijau digunakan untuk merekam wajib pajak orang pribadi, 

formulir sensus pajak nasional yang berwarna merah digunakan untuk wajib pajak 

badan dan formulir pengamatan berwarna putih. Seluruh wajib pajak di Indonesia 

di rekam dalam DJP dan semua pegawai KPP dapat melihat data wajib pajak yang 

ada. Langkah-langkah pengisian FIS antara lain: 

3. Jika pengisian dilakukan secara komputerisasi, langkah pertama yang 

dilakukan adalah membuka portal DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Namun 
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sangat disayangkan praktikan tidak bisa menampilkan tampilan portal DJP 

dikarenakan portal tersebut bersifat rahasia.  Informasi yang terdapat dalam 

portal DJP sama persis dengan formulir isian sensus manual. 

4. Jika dilakukan secara manual, maka informasi pertama yang perlu direkam 

adalah mengisi data subjek pajak (identitas) yang didapatkan dari seksi PDI. 

 

Gambar III.1 Formulir Isian Sensus Bagian Identitas 

5. Isi lokasi sensus (tempat tinggal/ usaha) 
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Gambar III.2 Formulir Isian Sensus Bagian Lokasi Sensus 

6. Isi data mengenai kondisi subjek pajak sensus (kegiatan usaha) 

 

Gambar III.3 Formulir Isian Sensus Bagian Kondisi Subjek Pajak Sensus 
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7. Setelah semua informasi sensus pajak selesai dilakukan, selanjutnya praktikan 

mengisi formulir pengamatan. 

8. Praktikan mengisi informasi mengenai kondisi usaha (kantor/ tempat tinggal) 

dari wajib pajak 

 

Gambar III. 4 Fomulir Pengamatan Sensus Pajak Nasional Bagian Kondisi Usaha 
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9. Mengisi informasi mengenai harta tidak bergerak yang dimiliki wajib pajak 

 

Gambar III.5 Formulir Pengamatan Bagian Harta Tidak Bergerak 

10. Formulir isian sensus yang dilakukan secara komputerisasi secara otomatis 

akan disebar kepada account representative masing-masing wajib pajak, 

sedangkan pengisian formulir isian sensus yang dilakukan secara manual akan 

diarsipkan oleh seksi PDI. 

Pada hari berikutnya praktikan diberikan beberapa pekerjaan yang 

termasuk dalam tugas kerja bagian Waskon I, diantaranya mencocokan atau 

merekonsiliasi data pelaporan pajak dari catatan perusahaan dengan data yang 

dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung. Informasi mengenai 

pelaporan pajak suatu perusahaan diperoleh dari SIDJP (Sistem Informasi 

Direktorat Jenderal Pajak), informasi yang didapatkan dari KPP lain ataupun dari 

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). SIDJP merupakan 

sistem komputerisasi, masing-masing Account Representative mempunyai user 

name dan password terntentu untuk membuka data-data wajib pajak yang menjadi 

tanggung jawabnya. Berbeda dengan portal DJP, SIDJP hanya bisa menampilan 

data wajib pajak yang termasuk dalam wilayah tanggung jawab KPP tertentu, 
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untuk KPP Pratama Jakarta Pulogadung maka hanya dapat melihat data wajib 

pajak di kecamatan Pulogadung. Beberapa informasi yang dapat di akses melalui 

SIDJP antara lain; profil wajib pajak, case management, laporan, aplikasi 

administrasi, informasi dan monitoring, serta alat keterangan. Dari  SIDJP 

diperoleh informasi pembayaran wajib pajak, baik pajak penghasilan, pajak 

pertambahan nilai, atau pajak lain yang menjadi tanggung jawab KPP. Informasi 

tersebut kemudian direkap dan dicocokan dengan data yang dimiliki KPP. 

Praktikan mendapatkan rekapitulasi pembayaran pajak yang diperoleh dari SIDJP 

kemudian dicocokan dengan data yang telah tersimpan di komputer KPP yang 

bersumber dari PPATK atau KPP lain. Jika terdapat perbedaan jumlah pajak 

antara data dari perusahaan dengan data yang dimiliki oleh KPP maka AR akan 

memberikan surat himbauan kepada wajib pajak yang bersangkutan, agar 

memperbaiki laporan pajaknya. 

C. Kendala yang Dihadapi 

Setiap pekerjaan pasti mempunyai kendala masing-masing, tidak 

terkecuali tugas yang dikerjakan oleh praktikan. Berikut adalah berbagai kendala 

yang dihadapi praktikan selama masa Praktik Kerja Lapangan di Waskon I Kantor 

Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung: 

1. Banyaknya data wajib pajak yang harus dimasukkan ke dalam Formulir Isian 

Sensus sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengisian 

2. Tidak lengkapnya informasi yang didapat dari hasil sensus 
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D. Cara Mengatasi Kendala 

Untuk memperlancar pekerjaan, kendala-kendala yang muncul harus 

diminimalisir. Beberapa cara untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut, 

antara lain: 

1. Ketelitian dan konsentrasi yang tinggi perlu dicurahkan dalam penyelesaian 

pengisian data wajib pajak kedalam FIS 

2. Pengisian data dilakukan dengan informasi yang umum digunakan, misalkan 

kekurangan informasi tersebut terletak pada informasi besarnya gaji yang 

diterima oleh wajib pajak, maka praktikan melihat pekerjaan wajib pajak dan 

memperkirakan gaji yang didapatkan atau jika terdapat hal-hal yang kurang 

difahami, praktikan akan bertanya pada pegawai KPP Jakarta Pratama 

Pulogadung. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program yang dapat 

memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa, dimana mahasiswa diberikan 

tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan di perusahaan atau instansi tempat 

mahasiswa melakukan PKL, selain itu mahasiswa dapat menerapkan teori yang 

telah didapatkan di kelas ke dalam penyelesaian pekerjaan. 

Selama menjalani masa PKL tersebut, praktikan memperoleh banyak 

pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan. Berikut 

adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pulogadung: 

1. Praktikan dapat mengetahui secara langsung penerapan akuntansi perpajakan di 

perusahaan yang dipelajari selama dibangku kuliah. 

2. Praktikan mendapatkan wawasan tentang proses pengawasan pembayaran 

pajak. 

3. Praktikan mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang lingkungan 

kerja, bagaimana bekerja sama dengan tim dan besosialisasi dengan staf 

yang ada didalam lingkungan kerja. 

4. Praktikan dapat belajar untuk lebih bertanggung jawab dan berdisiplin 

tinggi atas setiap pekerjaan yang diberikan. 

5. Praktikan dapat mengamalkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi 

32 
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yakni pengabdian masyarakat dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari di 

bangku kuliah kedalam dunia kerja. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang bisa 

praktikan berikan dalam pelaksanaan kegiatan PKL, yakni: 

Bagi Mahasiswa: 

1. Sebelum menentukan tempat PKL, mahasiswa sebaiknya banyak bertanya pada 

senior mengenai kondisi tempat dan pekerjaan yang didapatkan nanti. 

2. Mahasiswa mengurus berkas administrasi dari  jauh-jauh hari, untuk 

menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 

3. Mahasiswa menjelaskan kepada pembimbing PKL di perusahaan atau instansi 

yang dipilih mengenai latar belakang pendidikannya (asal jurusan), sehingga 

dapat ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

mahasiswa tersebut sudah memiliki visi yang jelas ketika akan melaksanakan 

PKL. 

4. Mahasiswa sebaiknya bertanya apabila ada pekerjaan yang kurang difahami. 

Bagi Universitas : 

1. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai institusi, lembaga, 

  maupun perusahaan yang berpotensi mengembangkan pengetahuan dan   

wawasan mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, khususnya 

pada tahap persiapan PKL. 
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Bagi Perusahaan atau Instansi: 

1. Meningkatkan nilai integritas baik pada sesama pegawai, satuan kerja, 

lingkungan, serta masyarakat sekitar instansi. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak. 

3. Mengoptimalkan jam kerja yang tersedia untuk menyelesaikan tanggung jawab 

kerja. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1. Surat Pemohonan Izin PKL 
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Lampiran 2. Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan PKL 
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Lampiran 4. Rincian Tugas Pelaksanaan PKL 

 

No. Hari, Tanggal Aktivitas Pembimbing 

1. Senin, 6 Januari 

2014 

 Pengarahan oleh staf 

Kepegawaian 

 Pengenalan kepada 

pegawai seksi  Waskon I 

Bapak Wahyu 

 Penjelasan mengenai tata 

cara mengagendakan surat 

masuk 

 Mengagendakan surat 

masuk 

Ibu Siska 

Wardiana 

2. Selasa, 7 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Meng-input Formulir Isian 

Sensus Wajib Pajak 

Ibu Siska 

Wardiana 

3. Rabu, 8 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Meng-input Formulir Isian 

Sensus Wajib Pajak 

Ibu Siska 

Wardiana 

4. Kamis, 9 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Meng-input Formulir Isian 

Sensus Wajib Pajak 

Ibu Siska 

Wardiana 

5. Jumat, 10 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Meng-input Formulir Isian 

Sensus Wajib Pajak 

Ibu Siska 

Wardiana 

6. Senin, 13 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Meng-input Formulir Isian 

Sensus Wajib Pajak 

Ibu Siska 

Wardiana 

7. Rabu, 15 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Meng-input Formulir Isian 

Sensus Wajib Pajak 

Ibu Siska 

Wardiana 

8. Kamis, 16 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Meng-input Formulir Isian 

Sensus Wajib Pajak 

Ibu Siska 

Wardiana 
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9. Jum’at, 17 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Meng-input Formulir Isian 

Sensus Wajib Pajak 

Ibu Siska 

Wardiana 

10. Senin, 20 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Meng-input Formulir Isian 

Sensus Wajib Pajak 

Ibu Siska 

Wardiana 

11. Jum’at, 24 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Mencocokkan pembayaran 

pajak dari perusahaan 

dengan data yang dimiliki 

KPP 

Ibu Siska 

Wardiana 

12. Senin, 27 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Mencocokkan pembayaran 

pajak dari perusahaan 

dengan data yang dimiliki 

KPP 

Ibu Siska 

Wardiana 

13. Selasa, 28 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Mencocokkan pembayaran 

pajak dari perusahaan 

dengan data yang dimiliki 

KPP 

Ibu Siska 

Wardiana 

14. Rabu, 29 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Mencocokkan pembayaran 

pajak dari perusahaan 

dengan data yang dimiliki 

KPP 

Ibu Siska 

Wardiana 

15. Kamis, 30 Januari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Mencocokkan pembayaran 

pajak dari perusahaan 

dengan data yang dimiliki 

KPP 

Ibu Siska 

Wardiana 

16. Senin, 3 Februari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Mencocokkan pembayaran 

pajak dari perusahaan 

dengan data yang dimiliki 

KPP 

Ibu Siska 

Wardiana 
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17. Selasa, 4 Februari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Mencocokkan pembayaran 

pajak dari perusahaan 

dengan data yang dimiliki 

KPP 

Ibu Siska 

Wardiana 

18. Rabu, 5 Februari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Mencocokkan pembayaran 

pajak dari perusahaan 

dengan data yang dimiliki 

KPP 

Ibu Siska 

Wardiana 

19. Kamis, 6 Februari 

2014 

 Mengagendakan surat 

masuk 

 Mencocokkan pembayaran 

pajak dari perusahaan 

dengan data yang dimiliki 

KPP 

Ibu Siska 

Wardiana 
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Lampiran 5. Jadwal Kegiatan PKL 

No Bulan/Kegiatan Novem

ber 

2013 

Desem

ber 

2013 

Januari 

2014 

Februari 

2014 

Maret 

2014 

April 

2014 

Mei 

2014 

1 Pendaftaran PKL        

2 Kontrak dengan 

perusahaan untuk 

tempat PKL 

       

3 Surat permohonan 

PKL ke perusahaan 

       

4 Pelaksanaan program 

PKL 

       

5 Penulisan laporan 

PKL 

       

6 Penyerahan laporan 

PKL 

       

7 Koreksi  laporan PKL        

8 Penyerahan koreksi 

laporan PKL 

       

9 Batas akhir 

penyerahan laporan 

PKL 
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Lampiran 6. Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 7. Daftar Nilai PKL 
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Lampiran 8. Logo KPP Pratama Jakarta Pulogadung 
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Lampiran 9. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah Dari Hasil Wawancara Dengan Pegawai KPP Pratama 

Jakarta Pulogadung 

  

Kepala Kantor 

Setiadi 

 

 

Supervisor 

 
Kepala Sub Bagian 

Umum 

Heri Tri Putranto Supervisor Fungsional II 

Frans Hamonangan 

Supervisor Fungsional I 

Purwanto 

Kepala Seksi 

Ekstensifikasi 

Priambudi 

Pelaita 

Handoko 

Kepala Seksi 

Pemeriksaan 

Cuaca 

Kepala 

Seksi 

Pengolahan 

Data & 

Informasi 

Sutrisno 

Kepala Seksi 

Pelayanan 

Hendriyadi 

Kepala Seksi 

Waskon 

 

Kepala Seksi 

Penagihan 

Sudi Santoso 

Kepala Seksi 

Waskon IV 

Ahmad Hari Sarjono 

Kepala Seksi 

Waskon III 

Novita Fitri Rony 

Kepala Seksi 

Waskon II 

Siti Nur Rochmah 

Kepala Seksi 

Waskon I 

Faozar Widyantara 
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Lampiran 10. Formulir Sensus Pajak Nasional Orang Pribadi 
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Lampiran 11. Formulir Sensus Pajak Nasional Badan 
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Lampiran 12. Formulir Pengamatan 
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